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ABSTRAK 

       Tanah eks HGB No. 149/Kramat merupakan tanah di Kota Magelang yang 

ditetapkan masuk ke dalam database tanah terindikasi terlantar karena saat 

ditetapkan tanah tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. 

Dalam proses penetapan menjadi tanah terlantar ditemukan bahwa terdapat 

sengketa antara beberapa pihak yang menyebabkan penetapan tanah terlantar pada 

tanah tersebut belum terlaksana.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dan 

akibat hukum terhadap tanah eks HGB No. 149/Kramat yang telah ditetapkan 

sebagai tanah terindikasi terlantar, dan upaya hukum Kantor Pertanahan Kota 

Magelang dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Bumen Redja Abadi dengan 

Pemerintah Daerah Kota Magelang di atas tanah eks HGB No. 149/Kramat yang 

telah ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar.  

 Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi 

penelitan secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian diolah menggunakan metode 

kualitatif.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah eks HGB No. 149/Kramat telah 

masuk ke dalam database tanah terindikasi terlantar karena saat ditetapkan tanah 

tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Akibat hukum yang 

timbul adalah penetapan menjadi tanah terlantar apabila setelah dilakukan 

identifikasi dan penelitian ditemukan bahwa tanah tersebut memang ditelantarkan 

serta tidak segera dilakukan pembangunan setelah dilakukan peringatan. Upaya 

hukum yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Magelang untuk menyelesaikan 

sengketa ini yaitu rapat koordinasi, mediasi, serta identifikasi dan penelitian. 

Sengketa yang masih belum usai menyebabkan Kantor Pertanahan menyerahkan 

penyelesaian sengketa tersebut kepada Kementerian ATR/BPN.  

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah sampai sekarang tanah tersebut masih 

ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar dan berstatus quo. 
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